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ABSTRAK 

 

 

SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

OLEH 

 

 

ANGGA SANDIKA 

 
 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian maka penelitian ini 

bertujuan untuk menyajikan Sistem Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penulis menggunakan metode pengumpulan 

data yang bersifat objektif seperti studi pustaka, observasi, dokumentasi dan 

wawancara atau tatap muka secara langsung dengan bagian bidang perparkiran 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian sistem 

penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum 

efektif dimana Tanda Bukti Penerimaan (TBP) tidak dibuat dua rangkap, sehingga 

tidak ada fungsi control didalam akuntansi, hal tersebut mencerminkan internal 

control yang masih lemah. Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan 

berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Buku, 

Jurnal, dan Dokumen Perusahaan. 

 

Kata Kunci: Sistem, Retribusi Parkir 
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ABSTRACT 

 

PARKING RETRIBUTION SYSTEM AT THE TRANSPORTATION 

DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By 

 

ANGGA SANDIKA 

 

In accordance with the problems raised in the study, this study aims to present the 

Parking Retribution Receipt System at the Transportation Department of Bandar 

Lampung City. The author uses objective data collection methods such as literature 

studies, observations, documentation and interviews or face-to-face meetings 

directly with the parking division of the Transportation Department of Bandar 

Lampung City. Based on the study, the parking retribution receipt system at the 

Transportation Department of Bandar Lampung City is not yet effective where the 

Receipt Receipt (TBP) is not made in duplicate, so there is no control function in 

accounting, this reflects weak internal control. In compiling this report, the author 

uses various sources such as Laws, Government Regulations, Books, Journals, and 

Company Documents. 

 

Keywords: System, Parking Retribution 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang  

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada 

hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai 

potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka 

daerah/kota untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya 

seperti; Retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah 

(PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan.  

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang belum tentu dikenakan pajak 

daerah, karena beberapa tempat parkir dikenakan pajak daerah. Menurut Pasal 1 

Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah adalah retribusi 

daerah atas pengeluaran izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah atas nama perseorangan atau badan pembayaran. 

Salah satu tujuan dari retribusi parkir adalah untuk mengatur tempat parkir agar 

dapat digunakan sesering mungkin. Besaran retribusi parkir memang tidak 

sepenting retribusi lainnya, namun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pertumbuhan PAD. Selain itu, PAD ini akan digunakan untuk mendanai 

pembangunan guna memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat lainnya.  

Sumber pendapatan asli daerah akan berperan sangat penting, sehingga   

pemerintah   daerah   harus   mampu mengolah dan menilai sumber-sumber daya 

dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat 
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meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut.  

Kontribusi yang ada dalam pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah 

akan berperan penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli dari sebuah 

daerah. Pajak yang dapat diterapkan dalam sebuah daerah serta retribusi parkir 

salah satunya mempunyai prospek cerah dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

Beberapa permasalahan juga ditemukan dalam proses pemungutan retribusi 

parkir. Sistem pemungutan yang masih banyak celah dan permasalahan yang terjadi 

menyebabkan hilangnya potensi penerimaan retribusi parkir, dalam sistem retribusi 

parkir sering terjadi permasalahan diantaranya, masih terdapat kecurangan di dalam 

sistem penerimaan biaya parkir, kemudian masih menggunakan sistem manual di 

dalam pemungutan biaya parkir yaitu masih menggunakan sistem tiket kertas, 

kurangnya pemeliharaan fasilitas parkir dengan baik. Permasalahan tersebut dapat 

mengakibatkan kurang efektifnya sistem penerimaan retribusi parkir, kemudian 

juga mempengaruhi kualitas dan kenyamanan layanan parkir.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perparkiran 

bahwasannya sistem penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung juga memiliki permasalahan yaitu masih terdapat parkir liar, 

keterbatasan lahan parkir, kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir, dampak 

dari beberapa permasalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya target 

penerimaan retribusi parkir, seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir 

No Tahun 
Target Retribusi Parkir 

(Rp) 

Realisasi Retribusi Parkir 

(Rp) 

1 2019 Rp 7.600.000.000,00 Rp 4.900.000.000,00 

2 2020 Rp 7.600.000.000,00 Rp 1.900.000.000,00 
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3 2021 Rp 5.000.000.000,00 Rp 1.200.000.000,00 

4 2022 Rp 2.000.000.000,00 Rp 800.000.000,00 

5 2023 Rp 2.000.000.000,00 Rp 600.000.000,00 
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019-2023 target 

yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak sesuai 

dengan penerimaan retribusi parkir. 

Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan 

pemungutan serta penerimaan retribusi yang berkaitan dengan retribusi jasa umum 

salah satunya adalah retribusi parkir. Tugas akhir ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengawasan dan pemungutan serta penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Sistem 

Penerimaan Retribusi Prkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung.” 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, dasar-dasar menentukan 

masalah apa yang akan dibahas dalam laporan akhir. Berdasarkan penjelasan latar 

belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung? 

2. Apa kendala-kendala dalam penerimaan retribusi parkir oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung? 

1.3  Tujuan Laporan Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam melakukan 

penulisan laporan akhir ini adalah: 
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1. Untuk menjelaskan sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk menjelaskan kendala Dinas Perhubungan dalam penerimaan retribusi 

parkir di Kota Bandar Lampung. 

1.4  Manfaat Laporan Akhir 

Adapun manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah: 

1. Bagi penulis, laporan akhir ini memperluas pengetahuan dan wawasan 

penulis serta memahami pengelolaan dalam bidang retribusi pakir dan juga 

sebagai syarat kelulusan Prodi DIII Perpajakan. 

2. Bagi Dinas Perhubungan, laporan akhir ini dapat menjadi masukan untuk 

mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan terutama pada bidang perparkiran. 

3. Bagi pihak lain, laporan akhir ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan retribusi parkir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Definisi Retribusi 

2.1.1    Pengertian Retribusi 

Undang-undang Pajak Daerah No.28 Pasal 1 angka 64 Tahun 2009 

menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah 

merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 

untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Rumengan., 

2020). Pengertian retribusi lain menurut Rachmawati (2021) adalah iuran kepada 

pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. 

Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik 

dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. 

2.1.2    Fungsi Retribusi 

Menurut Menurut Lianda (2021) ada beberapa fungsi retribusi yaitu: 

1. Sumber Pendapatan Daerah 

Jika Daerah telah memiliki sumber Pendapatan yang mampu memenuhi dan 

mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat tidak 

memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu Pembangunan 

Daerah.  Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa 

berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau 

apreasiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah. 
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2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah 

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber- 

sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di 

daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya.   

Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat 

dijalankan dengan baik dan lancar. 

3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah 

Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan 

Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya 

penyelenggaran Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi. 

4. Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat 

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan 

pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan serta tarif hidup masyarakat. 

2.1.3    Jenis-Jenis Retribusi 

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam 

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu: 

1.  Retribusi Jasa Pelayanan Umum, yaitu Jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik 

perorangan ataupun badan.  Yang  termasuk  jasa  pelayanan umum  yaitu  : a) 

Retribusi  pelayanan Kesehatan, b) Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan,  

c) Retribusi  penggantian  biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d) Retribusi 

pemakaman dan pengabuan mayat, e) Retribusi pelayanan   parkir, f) Retribusi   

pelayanan   pasar, g) Retribusi  pengujin kendaraan bermotor, h) Retribusi  
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pemeriksaan  alat pemadam  kebakaran, i) Retribusi  penggantian biaya  cetak 

peta, j) Retribusi  penyediaan/penyedotan  kakus, k) Retribusi  pengolah limbah  

cair, l) Retribusi  pelayanan tera/tera  ulang, m)Retribusi  pelayanan Pendidikan, 

n) Retribusi  pengendalian  menara telekomunikasi, dan o) Retribusi  

pengendalian  lalu lintas. Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan 

umum Pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 

dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.  Biaya yang dimaksud 

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

 

2.  Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan 

dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum 

dimanfaatkan secara opimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang 

belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.  Yang  termasuk  

retribusi  jasa  usaha  yaitu;  a) Retribusi pemakai  kekayaan  daerah,  b) Retribusi  

pasar  grosir/pertokoan,  c) Retribusi  tempat pelelangan, d) Retribusi terminal,e) 

Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/villa, g) 

Retribusi    rumah    potong    hewan, h) Retribusi    pelayanan kepelabuhan, i) 

Retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga,  j) Retribusi  penyeberangan  di air, 

dan k) Retribusi  penjualan  produk  usaha  Daerah.Tarif  retribusi jasa  usaha  

sendiri didasarkan   pada   tujuan   untuk   memperoleh   keuntungan   yang   

layak,   dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
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3.  Retribusi Perizinan Tertentu 

     Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, usaha, atau fasilitas tertentu guna   

melindungi   kepentingan umum   dan   menjaga kelestarian lingkungan.  Yang 

termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin mendirikan   

bangunan (IMB). b) Retribusi   izin tempat   penjualan   minuman beralkohol, c) 

Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha 

perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing 

(IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.  

Biayanya meliputi dokumen izinn, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. usaha, atau   

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin   

mendirikan bangunan (IMB). b) Retribusi izin tempat penjualan minuman 

beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin 

usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga 

asing (IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan.  Biayanya meliputi dokumen izinn, pengawasan di lapangan, 
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penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 

tersebut. 

2.1.4   Retribusi Parkir 

 Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan 

fasilitas tempat parkir di badan jalan, masa retribusi adalah suatu jangka waktu 

tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi. Karakteristik parkir 

berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan meliputi 

kapasitas parkir, volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat penggunaan 

parkir, kebutuhan parkir, indeks parkir, pengawasan lalu lintas pada umumnya. 

(Pratama, 2021). 

Menurut Dewi. (2013) Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi 

Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi 

parkir sendiri ialah pembayaran atas jasa pelayananpenyediaan tempat parkir 9 

yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengeloalaannya 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena 

pajak daerah. Hal ini karena retribusi parkir termasuk objek retribusi daerah. Dalam 

arti lain, tempat parkir tersebut sudah diizinkan atau disediakan khusus oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. 

Retribusi parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir 

yang dikelola pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk 

meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah. 



10 
 

Dari retribusi parkir yang dikumpulkan, hasilnya akan diserahkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan. 

2.1.5 Subjek dan Objek Retribusi Parkir 

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau 

masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat 

khusus.Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir.Objek 

Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau 

masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat 

khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. 

2.2     Dasar Hukum Pemungutan Retribusi 

Adapun dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah, yaitu : 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

Pasal 1 ayat 64. 
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b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 

 

2.3 Pengertian Sistem 

Menurut Hall (2007) sistem adalah   kelompok   dari   dua   atau   lebih komponen 

atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. 

Sedangkan menurut Susanto (2004) sistem adalah setiap kesatuan secara 

konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling 

tergantung satu sama lainnya. 
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BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN  

 

3.1    Desain Laporan Akhir 

  Penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode deskriptif, metode 

deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta 

mengimprestasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan 

membandingkan pengetahuan teknis dengan situasi aktual yang terjadi pada 

perusahaan kemudian mengambil kesimpulan. Laporan Akhir ini akan menganalisa 

tentang retribusi parkir. 

3.2    Jenis Data dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang disajikan dalam Laporan Akhir ini menggunakan data  

deskriptif kuantitatif. Artinya penulis menerima data dalam bentuk angka. 

Berdasarkan hasil data penulis dapat menarik kesimpulan  kesimpulan yang 

diterima secara umum. 

3.2.2 Sumber Data 

Dalam menyajikan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan data yang 

bersumber dari data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi 

dan wawancara langsung dengan pihak terkait yang memahami permasalahan 

dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 
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seperti buku, jurnal, ataupun berupa pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen, bukti atau catatan yang berhubungan dengan retribusi 

parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan untuk penulisan laporan akhir ini antara lain: 

1. Metode Wawancara, mengumpulkan data menggunakan metode ini dengan 

cara melalui wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

sistem dan kendala-kendala dalam penerimaan retribusi parkir dengan pihak 

kepala bidang parkir secara langsung  yang dianggap mampu memberikan 

masukan data dan informasi yang diberikan kepada penulis. 

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam laporan 

akhir ini. 

3. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung 

yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan praktek kerja lapangan di 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

3.4   Objek Laporan Akhir 

3.4.1 Lokasi dan Waktu  

a. Lokasi  

Laporan akhir ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung yang beralamat di Jl. ZA Pagar Alam (komplek terminal rajabasa) 

Bandar Lampung. 
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b. Waktu  

Laporan akhir ini dilakukan mulai dari 09 Januari 2024 sampai dengan 29 

Februari 2024 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung. 

3.4.2 Profil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan 

otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

walikota melalui sekretaris daerah. Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

 

3.4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

 

 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 
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3.4.4 Bidang Usaha Instansi 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas pegawai Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung yaitu: 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, 

merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

2. Sekretariat mempunyai tugas sebagai pengkoordinasian dan penyusun 

rencana, penataan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

sekretariat dibantu oleh:  

a. Sub Bagian Program dan informasi 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset 

3. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyain tugas sebagai perencanaan dan 

penyusunan program di bidang lalu lintas jalan, pembangunan perlengkapan 

jalan. 

4. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut mempunyai tugas sebagai 

Perencanaan Penyusunan Program di bidang angkutan jalan dan perhubungan 

laut. 
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5. Bidang Sarana, prasarana dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas 

sebagai penyusunan program perencanaan dan evaluasi dan laporan di bidang 

sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan. 

6. Bidang Perparkiran mempunyai tugas sebagai Perencanaan, pelaksanaan dan 

penyusunan petunjuk teknis di bidang perparkiran. 

7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bertugas melakukan uji berkala terhadap 

kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan berkendara. 

8. UPT Terminal bertugas mengelola dan memfasilitasi pengoperasian terminal, 

seperti penjualan tiket, pengaturan keberangkatan, menyetor dana setoran 

retribusi terminal ke bagian keuangan. 

3.4.5 Visi dan Misi 

A. Visi 

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: “Penyelenggara 

Sistem Transportasi Yang Berkualitas” Arti Visi tersebut adalah 

terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, 

tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana 

transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang 

maju dan modern. 

B. Misi 

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: 

a)  Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di 

bidang transportasi 

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

transportasi 
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c)   Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi 

d) Meningkatkan koordinasi antar intansi terkait dalam 

penyelenggaraan transportasi 

e)   Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli 

Daerah sektor transportasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung penulis menyimpulkan bahwa sistem penerimaan retribusi parkir pada  

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum efektif dimana Tanda Bukti 

Penerimaan (TBP) tidak dibuat dua rangkap, sehingga tidak ada fungsi control di 

dalam akutansi, hal tersebut mencerminkan internal control yang masih lemah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan terhadap Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu dengan menambahkan salinan Tanda 

Bukti Penerimaan (TBP) dibagian bendahara penerimaan dan Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung diharapkan memperbaiki internal control terkait sistem 

penerimaan retribusi parkir dan memastikan bahwa penerimaan retribusi parkir 

dikelola dengan baik, guna mengurangi resiko penyelewengan, dan meningkatkan 

transparansi serta akuntabilitas.  
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